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BAB TK

NOMOR RDGISTER

Bagiau Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi

Pesal 49

(1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rzrncangan
Perda sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan
yang lebih tinggr dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan
pemberian Noreg.

(21 Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda tidak sesuai dengan ketentuan peratura:r perundang-
undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umurn,
Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama
7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register Terhadap Raacaagan Perda

PaEal 5()

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk
mendapatkan Noreg Perda.

Pasal 51

Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah
Bupati bersama DPRD melakukan penyempt)raaaan terhadap
ranc€rngan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2).

Pasal 52

(1) Rancangan Perda yang telatr mendapat Noreg ditetapkan oleh
Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetqjui bersama oleh
DPRD dan Bupati.

(2) Terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan
oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak
proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.

?l
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(3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda yang
telah mendapat Noreg, rancangan Perda tersebut sah menjadi
Perda dan wajib diundangkan dalam kmbaran Daerah.

(4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi,
"Perda ini dinyatakan sah".

(5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum
pengundEulgan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasat 53

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat
ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran
Daerah.

Pasal 54

Penulisan pemberian Noreg sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III tentang Bentuk Produk Hukum Daerah yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

(1) Pemberian Noreg rancangan Perda disampaikan dengan cara :

a. secara langsung disertai dengan sofrupy ral:cartgar: Perda
dalam bentuk Pdf, pengiriman melalui pos surat disertai
dengan sofiapg r€ulcangan Perda dan/atau pengiriman
melalui surat elektroniklemail kepada Gubernur melalui Biro
Hukum;

b. perryarnpaian Keputusan DPRD tentang Persetujuan
Bersama Antara Pemerintah Daerah dan DPRD; dan

c. penyampaian Surat Permohonan Register dari Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah.

12\ Selain penyampaian sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
terhadap ranca,ngan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD,
Pembahan APBD, Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD,
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, Rencana
Pembangunan Industri dan pembentukan, penghapusan,
penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi
Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda.

(3) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dapat ditetapkan
dan diundangkan.
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BAB X
PEIIEIAPAN, PENOMORAII,

ptlIculIDAt{GNI, DAl{ AUTEIITIFIKAST

Bagiaa Kesatu

Penetapan

Paragraf I
Perda

Pasal 56

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan Gubernur
kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 57

(1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 dilakukan oleh Bupati.

(2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhalangan sementara atau berhalangan tetap
penandatanganan ranca.ngan Perda dilalrukan oleh Pelaksana
T\rgas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 58

(1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(21 Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh :

a. DPRD

b. Sekretaris Daerah;

c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
d. SOPD pemprakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati daa Peraturan Bersama Bupati

Pasd 59

(1) Rancangan Perbub dan rancangan Peraturan Bersama Bupati
yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati
untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

//
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(21 Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Bupati.

(3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berhalangan sementara atau berhalangan tetap
penandatanganan rancangan Perbub dan rancangan Peraturan
Bersama Bupati dilakukan oleh Pelaksana T\rgas, pelaksana
Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 60

(1) Penandatanganan Perbub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Pendohrmentasian naskah asli Perbub sebagaim€rna dimaksud
pada ayat (1) oleh :

a. Sekretaris Daerah;

b. Bagran Hukum Sekretariat Daerah bempa minute; dan

c. SOPD pemprakarsa.

Pasal 61

(1) Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam
rangkap 4 (empat).

(21 Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati
melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati
dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

(3) Pendolnrmentasian naskah asli Peratrrran Bersama Bupati
ss[agaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat(21oleh :

a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;

b. Bagran Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
c. SOPD masing-masing pemrakarsa.

ParagrafS
Keputusaa Bupatl

Pasal 62

(1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan
pembahasan disampaikarr- kepada Bupati untuk dilakukan
penetapan.

(21 Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

(r/
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(3) Penandatanganan Keputusan Ehrpati sebagaimana dimaksud
pada ayat (21dapat didelegasikan kepada :

a. Wakil Bupati;

b. Sekretaris Daerah; atau

c. Pimpinan SKPD.

Pasat 63

(1) Penandatanganan Keputtrsan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(21 Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh :

a. Sekretaris Daerah;

b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan

c. SOPD Pemprakarsa.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 64

(1) Penomoran Produk Hulnrm Daeratr terhadap Perda, Perbub,
Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan
oleh Kepala Bagian Hulmm Sekretariat Daeratr.

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang bempa pengahrran menggunakan nomor
bulat.

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang bempa penetapan menggunakan nomor kode
klasifikasi.

Bagian Kettga

Peaguadargan

Pasal 65

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Iembaran
Daerah.

(21 kmbaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

{"/
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(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempakan pemberitahu€rn secara formal suatu Perda, sehingga
mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 66

(1) Tambahan Irmbaran Daerah memuat Penjelasan Perda.

(2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicanhrmkan Nomor Tambahan Lembaran Daeratr.

(3) Tambahan kmbaran Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan bersarnaan dengan Pengundangan Perda.

f$l Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari
Lembaran Daerah.

Pasal 67

(1) Perbub dan Peraturan Bersalna Bupati yang telatr ditetapkan
diundangkan dalam Berita Daeratr.

Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mulai berlakr dan mempunyai
kelnratan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali
ditentukan lain di dalam perattrran perundang-undangan yang
bersangkutan.

Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati yang telah
diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) disampaikan
kepada Gubernur.

Pasal 68

Sekretaris Daerah mengundangkan Perda, Perbub, dan
Peraturan Bersama Bupati.

Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap
pengundangan Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan
Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana T\-rgas atau
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Perda, Perbub, dan Peratrrran Bersama Bupati dimuat dalam
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

l2l

(3)

(1)

(21
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Bagiaa Keempat

Autentifikasi

Pasal 7()

Produk Hukr.rm Daerah yang telah ditandatangani dan diberi
penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah unttrk Perda,
Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 71

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukr-rm Daerah dilakukan
oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan SOPD pemrakarsa.

BAB XI
PEMBATALIIN PRODUK HT'KI'II DATRAII

BERBENTIIIT PTRATIIRAN

Parsal72

Bupati meny€tmpaikan Perda dan Perbub kepada Gubernur paling
lama 7 (turjuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan pengkajian
se suai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Pembatalan Perda dan Perbub dilakukan oleh Gubernur berdasarkan
hasil pengkajian sesrrai tolak ukur peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 74

(1) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 dilakukan pembatalan keselumhan materi muatan Perda,
paling lama 7 (tujuh) hari setelatr Keputusan Gubernur tentang
Pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan
Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada
SOPD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda
dimaksud.
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t2l Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal
73 dilakukan pembatalan sebagian materi muatan perda, paling
lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur tentang
Pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan
Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada
soPD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah perda
dimaksud.

Pasal 75

Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima Keputusan
Gubernur tentalg Pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat
menerima Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perbub
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dengan
alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan keberatan
Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda dan Perbub kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur
tentang Pembatalan Perda atau Perbub diterirna.

BAB XII
PEMAITTAUN{

Pasal 76

Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil
evaluasi dan pembatalan Perda dan Perbub.

BAB XIII
PMTYEBARLUASAIT

Fasal 77

Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD sejak penJnrsunan Propemperda, pen5 rsunan rancangan
Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh
masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

(1)

(21

/)/
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PaBaI 78

(1) Penyebarluas€u1 Propemperda dilakukan bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD yar:g dikoordinasikan oleh
Bapemperda.

(21 Penyebarluasan r€ulc€rngan Perda disertai dengan penjelasan
atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari
Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan
SOPD pemrakarsa.

Pasal 79

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Penyebarluasan Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan
Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau
diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama
dengan SOPD pemrakarsa.

Pasal 8O

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus
merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah,
dan Berita Daerah.

Pasal 81

Bupati wajib menyebarluaskan Perda yaurlg telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah dan Perbub yang telah diundangkan dalam Berita
Daerah.

\2)
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BAB ](TIT

PARTISIPASI MASYARN(AT

Pesal 82

( 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau terlulis dalam Pembentukan Perda, Perbub, dan
Peraturan Bersama Bupati.

(2) Masukan secara lisan danf atat terEulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakar5ra, danf atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan
orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan
serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan
Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama Bupati.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan
secara lisan dan/atau terhrlis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap rancangan Perda, Perbub, dan Peraturan Bersama
Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XlT

KEIENTUAIT LIUII-LIUN

Pasal 83

(1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan
jenis huruf Bookman Old We dengan huruf 12 (dua belas).

(21 Produk Huktrm Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

(3) Kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. ukuran F4 (21,5 cm x 33 cm) jenis concorde ber-warna putih
dengan margin :

1. ToP =4cm
2. Left :4cm
3. Bottom =3cm
4. Right :3 c'rn
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b. kertas dengan gambar burung garuda emas dan nomor kode
klasifikasi dibagian belakang kertas samping kiri bagian
bawah digunakan untuk halaman pertama Produk Hukum
Daerah; dan

c. kertas polos dengan nomor kode klasifikasi dibagian
belakang kertas samping kiri bagian bawah digunakan
untuk halaman selanjutnya.

(4) Penetapan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati, dan
Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat
Daerah.

Pasal 84

Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan
Bupati menggunakan Kop Lambang Negara (Gambar Burung
Garuda Emas) pada halaman pertama.

Penulisan Nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama
setelah penulisan Nama Pejabat Pembentuk Produk Hukum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pagal 85

Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbub, dan Peraturan
Bersama. Bupati mengikutsertakan Wrar:Lcang 'peraa,ran
pemndang-undangan.

Selain perancang peraturan perundang-undErngan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbub,
dan Peraturan Bersama Bupati dapat mengilmtsertakan peneliti
dan tenaga ahli.

Pasal 86

Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan
materi muatan dan teknik penJrusunan terhadap Produk
Hukum Daerah sebelum ditetapkan.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah
Provinsi.

t1)

(2)

(1)

12\

(1)

(21

/)/
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(3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan
konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa Surat
Pengantar dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 87

(1) Ketentuan mengenai Teknik PenSrusunan Produk Hukum
Daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ql Ketentuan mengenai :

a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana
tercantrrm dalam l,ampiran I;

b. teknik pen5rusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana
tercantum dalam I"ampiran II; dan

c. benhrk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III;

sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB IrTII

PEMBIAYAAN

Fasal EE

Pembiayaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB :rINI
K TEIYTUAIT PEilUTT'P

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol+ tentang Pedoman Pembentrrkan Produk
Hukum Daerah di Lingkungarr Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol4 Nomor 02) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pesal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dir.rndangkan.
Agar setiap onaflg' mengetalrrrirrya, memerirrtatrlerr pengundErngan
Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daeratr
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
padatanggal 14 Desember ZO16

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 14 &,sgmber ZO1 6

BERTTA DAERAH IGBUPATEN TAPII{ TAHUN 2u^16 NOMOR zB



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 28 T.&qUII 201 5
TANGGAL:14 lEsllrqija fol 6

EENTfi DAIT TATA CARA PETOIAIAN
PROGRAU PEUBEI{TUI(AIT PDRATURAIT DAERAII

A. Propemperda di LingLungan SOPD :

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH .. (SOPD)
TAHUN

KEPALA SOPD,

(.......................................1

No. JENIS TENTANG MATERI
POKOK

STATUS

PELAKSANAAN

DISERTAI
UNIT/

INSTANSI
TERKAIT

TARGET
PEI{YAMPAIAN KETERANGAN

BARU UBAH NA
PENJELASAN

ATAU
KETERANGAN

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l t2



Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom I
Kolom 9
Kolom 1O
Kolom 11
Kolom 12

Nomor urut pengisian
Jenis Produk Hukum
Penamaan Raperda
Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Pen5rusunan Perda yang baru
Penyusunan Perda Perubahan
PenJrusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggr
Pen5rusunan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik
Penyusunan Perda ditengkapi de n gan penj elasan / keteran gan
Unit Kerja/tnstansi terkait dengan materi muatan penyusunan perda
Tahun penyelesaian Perda
Hal-hal yarr:g berkaitan dengan pembahasan perda



B. Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Tapin :

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI UNGKUNGAN PEMERII{TAH KABUPATEN TAPIN
TAtruN............

BUPATI TAPIN,

No. JENIS TENTANG MATERI
POKOK

STATUS

PELAKSANAAN

DISERTAI
UNIT/

INSTANSI
TERKAIT

TARGET
PEI{YAMPAIAN

KETERANGAN
BARU UBAH NA

PENJELASAN
ATAU

KETERANGAN

1 2 3 4 J 6 I 9 10 ll t2



Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom lO
Kolom 1l
Kolom 12

Nomor urut pengisian
Jenis Produk Hukum
Penamaan Raperda
Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Pen5rusunan Perda yang baru
Penyusunan Perda Perubahan
Pen5rusunan Perda mempakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
Pen5rursunan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik
Penyusunan Perda dilengkapi dengan penj elasan/ keterangan
Unit Keda/Instansi terkait dengan materi muatan pen5rusunan Perda
Tahun penyelesaian Perda
Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 2i3 T,liltili :toi 6
TANGGAL i 1,t D'r:j,illiil 201 6

TEKNIK PEITTUSUIIAIT ITASI(AII AI{ADEMIK PERATURAN DAERAII

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah
tertentu yang dapat dipertanggungiawabkan secara ilmiah
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan
Peraturan Daeratr sebagai solusi terhadap permasalahan dan
kebuhrhan hukum masyarakat;

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai beriknt:
JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAIffIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

I.A'MPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN:

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan
diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan keguna€Ln, serta
metode penelitian.

A. Latar Belakang

L,atar belakang memuat pemikjran dan alasan-alasan
perlunya penJrusunan Naskah Akademik sebagai acuan
pembenttrkan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar
belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah mernerlukan suattr keiian yang
mendalam dan komprehensif mengenai teori atau
pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan
Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada pen5rusunzrn
argumentasi frlosofis, sosiologis serta 5nrridis guna
mendukung perlu atau tidak perlunya pen5rusuneln
Rancangan Peraturan Daerah.
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B. Identifrkasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalatr
apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalan Naskah
Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah
dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok
masalah, yaitu sebagai berikut :

1). Permasa-lahan apa yang dihadapi dalam kehidupan
berbangsa, betnegara, dar: bermasSrarakat serta
bagaimana pennasalahan tersebut dapat diatasi;

21. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai
dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti
membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian
masalah tersebut;

3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan
filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancang€rn
Peraturan Daerah;

4). Apa sasaran yang akan diwqiudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkarran, dan arah pengatrrran.

'I\rjuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskatt
Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang
dikemukakan di atas, tujuan pen)rusunan Naskah
Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1). Menrmuskan permasalahan yang dihadapi dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;

2l.. Memmuskan permasalatran hukum yang dihadapi
sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi
permasalahan dalam kehidupan berbangs a, berrtegara,
dan bermasyarakat;

3). Merrrmuskan pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah;

4). Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ru€rng
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan
dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu,
kegunaan pen5rusunan Naskatr Akademik adalah
sebagai acuan atau referensi pen5rusunan dan
pembahasan Rancangan Peraturan Daeratr.

c.
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D. Metode

Pen5rusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan
suatu keg1atan penelitian sehingga digunakan metode
penJrusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode
penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum
dapat dilakukan melalui metode y:ridis normatif dan
metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal
juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yr:ridis normatif
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama)
data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-
undangan, putrrsan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau
dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil
pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif
dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (foans group
disarcsion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis
empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali
dengan penelitian normatif atau penelaatran terhadap
Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang
dilanjutkan dengan obsenrasi yang mendalam serta
penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor
non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap
Peraturan Penrndang:undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS :

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat
teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta
implikasi sosid, politik, dan ekonomi, keuangal negara dari
pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

A. Kajian teoretis;

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan
pen1nrsunan norrna. Analisis terhadap penentrran asas-
asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang
kehidupan terkait dengan Peraturan Daeratr yang akan
dibuat, yang berasal dari hasil penelitian;

C. Kajian terhadap pra-ktik penyelenggaraan, kondisi yang
ada, serta permasalahan yang dihadapi masryarakat;

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem barr yang
akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek
beban keuangan negara.
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3. BAts III EVALUASI DAI\i ANALISIS PERATURAN PERUNDANG.
UNDANGAN TERKAIT :

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-
undangan terkait yarrg memuat kondisi hukum yang ada,
keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan
Penrndang-undangan lain, harrmonisasi secar:a vertikal dan
horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan
yang ada, termasuk Peraturan Pemndang-undangan yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan
Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak
bertentangan dengan Perattrran Daerah yang baru. Kajian
terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan
untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi
yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari
Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat
menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan
Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih
pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi
bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari
pembentukan Peratrrran Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS :

A. l,andasan Filosofrs

Landasan filosofrs merupakan pertimbartgan atau alasan
yang rnenggambalkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita
hukum yang meliputi suas€ula kebatinan serta falsafah
bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai
aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut
falfta empiris mengenai perkembaflgafl masalah dan
kebutuhan masyarakat dan negara.

C. L;andasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggarnbarkan bahwa peratrrran yang dibentuk
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi
kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan
yaxg telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut
guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat. [,andasan yuridis menyangkut persoalan
hukum yar:.g berkaitan dengan substansi atau materi yanrg 
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5.

diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang
baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain,
peraturan yang sudah ketinggalan, perahrran yffiry tidak
harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih
rendatr dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya
lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai,
atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH :

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengaratr.kan
ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah
yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan
ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang
akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi
didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab
sebefumnya. Selanjutrrya mengenai ruang lingkup materi
pada dasarnya mencakup :

a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai
pengertian istilah, dan frasa;

b. materi yang akan diatur;

c. ketentuan sanksi; dan

d. ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP :

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran :

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang
berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok
elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab
sebelumnya.

B. Saran

Saran memrrat antara lain :

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik
dalam suatrr Peratrrtan Perundang-rrndangan atau
Peratrrran Perundang-undangan di bawahnya.

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penJrusunan
Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi
Daerah.

3. Kegiatan lain ya.rLg diperlukan untuk mendukung
penyempurnaan pen5rusunan Naskah Akademik lebih
lanjut.

6.

/



7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-
undangan, da:n jurnal yang meqiadi sumber bahan
penJrusun Naskah Akademik.

8. I.AMPIRAN RA},iCANGAN PERDA



LAMPIRAN III PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

BUPATI TAPIN
?8 T,.[IUi';i 20.] b
1 4 .i}i1,,r'i,i.BErl ?O1 6

BEIYTT'K PRODUK HUKT'M DAERAII

A. Bentuk Rancangan Perda :

BT'PATI TAPIIT
PROVIilSI KALIMANTAN SELATAIT

PERATT'RAIT DAERAH I(ABUPATEIY TAPTIT

NOMOR.... TAHT'N .....

TENTAITG

(I[ama/Judul Peraturan Daerahf

DENGAN RAIIMAT TT'HAIY YAITG MAHA ESA

BUPATT TAPIII,

Menimbang : a.

b.

Mengingat : l.

bahwa

bahwa ...............dst;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang ...... . . . . . . . ;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatrun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

dst;

2.

3.

tl
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Dengan PersetuJuar Bersara
DEWAIT PERWAIULAIT RAI(YAT DAERAII KABT'PATEIT TAPIN

dan

BT'PATI TAPIIT
MEMUTT'SI(AIY ;

Menetapkan : PERATURAII DAERAII TENTANG ......... (Nama
Peraturan Daerah).

BAB I
K TENTUAN TIMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yarlg menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati TaPin.

4. ......... dst.

BAB......
(dan setenrsn5raf

Pasal .....

BAB ......

I(EIENTUAT{ PEIruTUP

Pasal .....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BI'PATI TAPIN,

(nama lsngkap tanpa gelarl

i



Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEI(REfARIS DATRAH XABUPATEIT TApIIf,

(aama lengkap taapa gelar,
Pangltatr golongan, dan
nomor lnduk kepegnwalanf

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ....... NOMOR .......

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (Nomor Urut Registrasi
Perda)/(Tatrun)

/



B. Bentuk Rancangan Peraturan Bupati :

BUPATI TAPIIT
PROVINSI KALIMAITTAIY SELATAN

PERATURAIY BUPATI TAPTIT

NOMOR.... TAIII'N .....

TENTAITG

(Nama/ Judul Peraturan Bupatif

DENGAN RATIMAT TTIHAN YAITG MAHA EISA

Menimbang : a.

b.

BUPATI tAPIN,
bahwa

bahwa .......dst;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
.............;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

c.

Mengingat : 1.

dst;

MEMUTUSI(AIT :

Menetapkan : PERATIIRAIY BUPATI TTNTANG
(I[arna/ Judul Peraturan Bupati|.

2.

3.

vl



BAB I
I(ETENTUA.IT TIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalatr Bupati sebagai unsur penyelengg*a
Pemerintahan Daer:ah yilrg memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. ......... dst.

BAB ......

(den seterusnyaf

Pasd .....

B48......
KSIENTUAN PEITI'TUP

Pasal .....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahrrinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BI'PATI TAPIN,

Inama lettgtrnP tanPa gelarl
Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEI(REIARIS DATRATI I(ABUPATEN TAPIN,

(nama leagkap taupa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor tnduk kepegawaianf

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ....... NOMOR .......

/



C. Bentuk Rarrcangan Peraturan Bersama Efupati :

PROVINSI KALIMAIYTAN SELATAN

PERATURAIY BERSAMA BUPATI TAPIIT
DAN BUPATI/trIALIKOTA ...........

NOUOR.... TArIUN.....
NOMOR.... TAIII,N ....

TEIYTAIYG

llfama/Judul Peraturan Bersama Bupattf

DENGAN RAIIMAT TI'IIAN YAITG MAHA ESA

BUPATI TAPIN
DAN BITPATI/WALIKOTA ........,

Menimbang : a.

b.

bahwa

bahwa ...............dst;

bahwa berdasarknn pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bersama Bupati Tapin
dan Bupati/ Walikota ....... tentang ....... ...... ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun f965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

DAN

c.

Mengingat : 1.

3. .............. dst;

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan' 
;SHIIHr,rrB?m.....?3^#n#fo'n
(Itama/Judul Perahrran Bersana Bulntll.

2.



BAB I
I(ETENTUAIT UMTIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2. ......... dst.

BAB ......

(dan seterusnyal

Pasal .....

BA.B......

KETENTUAIT PEI{UTUP

Pasal .....

Perahrran Bersama ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin dan Berita Daerah KabupatenlKota,

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap taapa gelarl (uama teagtap taupa gelar|

Diundanglan di Rantau Diundangkan di .....
pada tanggal pada t oggal

SEI(RETARIS DAERAII SEI{3SfARIS DA.ERAII
KABIIPATEIT TAPIlt, KABITpATEII/KOTA .......,,

(nama leagtap tanpa gelar, (nama le.glap tanpa gelgr4
pangkat, golongan, dan pangkat, gotoagBo, a"" nomor
nomor induk kepegawaian) iaduk kep-egawataa)

BERTTA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ....... NOMOR .......
BERTTA DA"ERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ....... NOMOR .......



D. Bentuk Rancangan Keputusan Bupati :

BT'PATI TAPIN
PROVINSI KALIUANTAI{ SEI.ATAil

KIPUTUSAIT BUPATI TAPIIT
ItoMoR 188.45/ l,Kv1iltl ......

TENTANG

(ItamalJudul Keputusan Bupati|

:a..

b,

c.

Menimbang

Mengingat : 1.

Memperhatikan

BUPATI TAPIN,

bahwa .. .. . ...;

bahwa ..............dst.;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksr.rd dalam huruf a dan
hurlf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah [,aut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (LembararT Negara
Republik lndonesia TaLlun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27561;

2.

3.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KBTIGA

dst;

. fiika diperlukan);

MEMUTUSI(AN :

dst.



KEEMPAT mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIII,

(uana feugtap tanpa getarl

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :
1 . ..........;
2. .......dst.


